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GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 16 TAHUN  2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur
dan sejahtera serta mendukung tercapainya
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi,
KoIusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi
Penyelenggara Negara untuk melaporkan kekayaannya;

b. bahwa pelaporan dan pengumuman harta kekayaan
dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggara negara
yang bersih, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

c. bahwa Penyelenggara Negara wajib menyampaikan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat pengangkatan
dan berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai
penyelenggara Negara sehingga Peraturan Gubernur
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 49 Tahun 2015 perlu
diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

SALINAN
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukkan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukkan
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi
Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2015 Nomor 406) diubah sebagai berikut :
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1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka
9 ayat (2) huruf e Pasal 2 diubah serta angka 5 dihapus
dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4),
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2
(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi :
a. Gubernur;
b. Wakil Gubernur;
c. Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III;
d. Kasubbag Keuangan SKPD;
e. Pejabat Struktural Eselon IV pada :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

2. Badan Pendapatan Daerah;
3. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah;
4. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah;
5. Dihapus;
6. Dinas Kesehatan Daerah;
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
8. Rumah Sakit Umum Daerah Undata Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

f. Pejabat Pembuat Komitmen;
g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
h. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
i. Bendahara; dan
j. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

(3) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN
kepada KPK pada saat :
a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada

saat pertama kali menjabat;
b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara

setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
dan/atau

c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai
Penyelenggara Negara.

(4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3
(tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan
pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan
sebagai Penyelenggara Negara.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 5
(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara

menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu)
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tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak
tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat
tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 6
(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) melaporkan harta kekayaan yang
dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model Baru.

(2) KPK tidak akan memproses penerimaan LHKPN yang
menggunakan Formulir LHKPN Model KPK-A atau Model
KPK-B dengan tanggal pelaporan mulai 1 Januari 2017.

4. Ketentuan angka 1 dan angka 2 huruf d ayat (2) Pasal 8
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8
(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk

Tim Pengelola LHKPN Provinsi.
(2) Tim Pengelola LHKPN Provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas :
a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
b. Ketua/Koordinator LHKPN : Inspektur;
c. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat;
d. Anggota :

1. Asisten Administrasi Pemerintahan, Hukum, dan
Politik Sekretaris Daerah;

2. Asisten Administrasi Umum dan Organisasi
Sekretaris Daerah;

3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah;

e. Administrator Aplikasi LHKPN : Inspektorat; dan
f. User Aplikasi LHKPN : Inspektorat.

(3) Tim Pengelola LHKPN Provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
a. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Provinsi;

b. menyampaikan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Provinsi kepada KPK; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibantu oleh Sekretariat yang berada di Inspektorat.

(5) Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut :




